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“Apa yang sedikit tetapi mencukupi adalah lebih baik daripada banyak tetapi 

melalaikan” 

(HR. Abu Dawud) 

 

 

“Dua musuh terbesar kesuksesan ialah penundaan dan alasan” 

(Jaya Setiabudi) 

 

 

“Kesadaran adalah matahari, kesabaran ialah bumi, keberanian menjadi cakrawala, 

dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata” 
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ABSTRAK 
 

PERAN INSPEKTORAT DAERH SEBAGAI PENGAWAS 

INTERNAL DALAM REVIEW PENYERAPAN ANGGARAN DAN 

PENGADAAN BARANG/JASA 

(PADA KABUPATEN BANYUWANGI)  

 
 
 

Rizka Kurnia Dewi 
 
 

 
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember 

 
 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui mengenai kegiatan yang 

dilakukan dalam review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa oleh 

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. (2) untuk mengetahui apakah kegiatan  review 

penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat 

Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan Pedoman Review Pengelolaan Anggaran 

oleh Kementerian/Lembaga/Pememerintah Daerah (K/L/P)  Tahun Anggaran 2018. 

Informan dalam penelitian adalah pegawai yang diberi wewenang dalam memberikan 

informasi kepada peneliti terkait review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dan dokumentasi. 

Hasil dari analisis menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Banyuwangi melaksanakan 

kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa setelah menerima surat 

tugas pada periode triwulan yang telah ditentukan setiap empat periode secara terarah 

dengan mengikui pedoman dan sistem dari BPKP. Akan tetapi, dalam pelaksanaan  

identifikasi masalah sebelum pencetusan rekomendasi, Inspektorat Banyuwangi tidak 

begitu memahami tentang metode RCS. Sehingga akan mempengaruhi hasil dari akar 

permasalahan yang ingin ditemukan. 

 

 

Kata Kunci: Inspektorat, Review, Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa. 
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ABSTRACT 
 

THE ROLE OF REGIONAL INSPECTORATE AS THE 

GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY IN THE REVIEW 

BUDGET ABSORPTION AND PROCUREMENT ACTIVITIES OF 

GOODS/SERVICES 
 

(IN BANYUWANGI’S DISTRICT) 
 

 

Rizka Kurnia Dewi 
 
 

 
Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of 

Jember 
 
 

 

The objectives of this study are: (1) to find out about the activities carried out in 

reviewing the absorption of the budget and procurement of goods / services by the 

Inspectorate of Banyuwangi Regency. (2) to find out whether the review of budget 

absorption and procurement of goods / services carried out by the Banyuwangi District 

Inspectorate is in accordance with the Budget Management Review Guidelines by the 

Ministry / Institution / Regional Government Budget Year 2018. Informants in the study 

were employees who were given the authority to provide information to researchers 

regarding the review of budget absorption and procurement of goods / services. Data 

collection techniques used are structured interviews and documentation. The results of 

the analysis stated that the Banyuwangi District Inspectorate carried out a review of the 

absorption of budget and procurement of goods / services after receiving the assignment 

letter in the quarterly period that has been determined every four periods in a direct 

manner by following the guidelines and systems of the BPKP. However, in the 

implementation of problem identification before the recommendation was made, the 

Banyuwangi Inspectorate did not really understand the RCS method. So that it will affect 

the results of the root problems that you want to find. 

 

Keyword: Budget Absorption, Inspectorate, Procurement of Goods/Services. 
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RINGKASAN 
 
 

 
Peran Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal dalam Review Penyerapan 

Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi);  

Rizka Kurnia Dewi; 150810301049; 112 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Jember. 

 

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam 

menggerakkan roda perekonomian dan menjadi salah satu indikator kinerja yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 249/PMK 02/2011 pasal 4 

ayat 2, yang menyatakan bahwa evaluasi atas aspek implementasi dilakukan dalam 

rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian 

keluaran.Tingkat penyerapan anggaran yang rendah di Indonesia merupakan suatu 

fenomena yang hampir selalu terjadi pada setiap tahun, baik itu di tingkat 

Kementerian/Lembaga/Daerah. Rendahnya tingkat realisasi penyerapan anggaran tentu 

menimbulkan lambatnya penerimaan hasil pembangunan bagi masyarakat. Hasil 

pembangunan yang lambat diterima masyarakat juga akan memberikan dampak pada 

menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pelaksana 

pembangunan, yang kemudian akan berdampak pada kondisi politik  di Indonesia yang 

memicu instabilitas kehidupan berbangsa. Kegagalan pemerataan penyerapan belanja 

juga akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja, karena dana yang telah dialokasikan 

ternyata keseluruhannya tidak dimanfaatkan pada target yang dituju, sehingga banyak 

dana yang ‘dianggurkan’ sehingga pelaksanaan anggaran tidak terlaksana secara optimal. 

Pengalokasian anggaran apabila dapat dilaksanakan secara optimal dan efisien, meski 

terdapat keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan 

kegiatan strategis lainnya. 

Tahun 2016, Presiden memberikan intruksi dalam rangka percepatan Proyek 

Strategis Nasional guna kepentingan umum dan kemanfaatan umum, melalui Inpres No. 1 

Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek tersebut 

mewajibkan agar APIP berperan sebagai early warning system yang diharapkan dapat 

mendeteksi permasalahan-permasalahan lebih dini dalam setiap instansi dan juga mampu 

memberikan solusi penyelesaian serta merumuskan permasalahan yang terjadi agar 

permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Sesuai dengan konsep internal auditor 

terkini, peran APIP dititikberatkan pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, dan 

peningkatan efektifitas pengendalian. 
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Jenis penelitian ini merupakan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 

menggunakan data primer. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara 

dan dokumentasi dengan pihak Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pada Kabupaten 

Banyuwangi dilaksanakan berdasarkan panduan yang dari BPKP yang diawali dengan 

penyusunan program kerja review setelah menerima surat penugasan seminggu sebelum 

memasuki bulan untuk periode triwulan selanjutnya, dan memberitahukan kepada pihak 

auditan yang akan di review sebelum akan melakukan pengumpulan data dari seluruh 

SKPD melalui BPKAD dan ULP untuk pengadaan barang/jasa. Setelah data terkumpul, 

maka dilakukan rekapitulasi dan direkam ke dalam kertas kerja sebelum dilakukan 

analisis lebih lanjut. Apabila dalam melakukan analisis, ditemukan suatu kondisi yang 

tidak sesuai dengan kriteria yang ditargetkan dari BPKP, maka akan dilakukan 

identifikasi masalah guna memberikan rekomendasi sebagai wujud fungsi Inspektorat 

sebagai APIP yang berperan sebagai early warning system. Setelah itu, Inspektorat 

menyusun Laporan Hasil Review yang selanjutnya akan di-entry-kan ke dalam sistem 

yang telah diberikan oleh BPKP untuk dikompilasi kembali sebelum diserahkan kepada 

Presiden.  

Berdasarkan hasil analisis mengenai peran Inspektorat sebagai pengawas internal 

pada kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pada Kabupaten 

Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan review dijalankan dengan 

baik, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman review pengelolaan anggaran 

tahun 2018 yang diterbitkan oleh BPKP, yakni pada langkah identifikasi masalah yang 

berpengaruh pada hasil analisis masalah dan perumusan rekomendasi/saran. Inspektorat 

Kabupaten Banyuwangi menjalankan review dengan baik namun tidak sepenuhnya sesuai 

berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan) yakni Pedoman Review TA 2018. Peran Inspektorat dinilai baik karena 

penyerapan anggaran tahunan yang dinilai normal setiap tahunnya, akan tetapi tidak 

sepenuhnya berperan sebagai early warning system jika dilihat dari penyerapan anggaran 

yang masih rendah di Triwulan pertama, kedua dan ketiga sehingga tidak sesuai dengan 

harapan dari tujuan diadakannya Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan 

Barang/Jasa ini. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan upaya dalam meningkatkan seluruh 

aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses 

pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan 

tujuan nasional. Tujuan dalam melaksanakan pembangungan nasional adalah 

demi mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang merata material 

dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945  

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus pembangunan nasional 

diletakkan pada Pengadaan Barang dan Jasa, yang menjadi hal penting untuk 

ditelusuri karena anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan Pengadaan 

Barang/Jasa berasal dari Keuangan Negara yaitu APBN yang telah direncakan dan 

ditetapkan secara berkala setiap tahun. APBN yang kemudian didistribusikan ke 

wilayah-wilayah setiap daerah untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan 

menjadi sumber anggaran keuangan tahunan, yang disebut APBD. 

Pemerintah Daerah setiap tahunnya melakukan perencanaan terhadap 

keuangan tahunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 16 ayat 2, 

APBD terdiri atas anggaran belanja, anggaran pendapatan, dan pembiayaan. 

Anggaran Belanja memuat proporsi belanja untuk pengadaan barang/jasa yang 

menggunakan akun belanja barang/jasa dan belanja modal serta direncanakan 

dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat oleh Kepada SKPD sebagai 

pengguna anggaran setiap tahun.  

Proporsi anggaran untuk pengadaan barang/jasa (PBJ) yang cukup besar 

diharapkan dapat diserap dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga tidak 

mengurangi manfaat dari belanjanya. Percepatan penyerapan anggaran 

memberikan dampak terkait dengan pengadaan barang/jasa yang dapat dirasakan 

oleh masyarakat dengan menikmati hasil pembangunan di berbagai sektor, seperti 
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sektor bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, 

perumahan dan pemukiman, pariwisata, dan sektor-sektor lain. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 

249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga, penyerapan anggaran 

merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Evaluasi 

kinerja atas aspek implementasi dilaksanakan dalam rangka menghasilkan 

informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran.  

Fenomena penyerapan anggaran yang seringkali terjadi menunjukkan pola 

yang kurang optimal, dimana penyerapan anggaran rendah pada awal tahun dan 

menumpuk pada akhir tahun. Rendahnya penyerapan anggaran menjadi perhatian 

bagi pemerintah karena dampaknya terhadap perlambatan perekonomian nasional. 

Terkait hal tersebut, berbagai permasalahan juga terjadi pada proses pengadaan 

barang/jasa pemerintah daerah sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan 

anggaran pengadaan barang/jasa. Proses tender yang kian lambat, pengesahan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang juga lambat, kurangnya 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kurangnya pembinaan dari 

pemerintah pusat, kesukaran pegawai untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK), serta sulitnya mendapatkan pegawai yang memiliki sertifikat 

pengadaan barang/jasa merupakan permasalahan yang terjadi dalam proses 

penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. 

Pengadaan barang/jasa jika pemerintah dapat melaksanakannya dengan 

baik, maka akan dapat digunakan sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi nasional dan pembangunan-pembangunan nasional atau daerah. 

Besarnya anggaran untuk pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadikan potensi dalam pembangunan 

nasional pun dapat ditingkatkan apabila pelaksanaan penyerapan anggarannya 

baik dan benar serta bebas dari praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) dan dengan menerapan prinsip persaingan usaha 

yang sehat. 
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Tingginya laju peningkatan pembangunan nasional dan proporsi anggaran 

untuk pengadaan barang/jasa, memungkinkan pula potensi terjadinya praktik 

penyimpangan juga meningkat. Oleh sebab itu, untuk memastikan serta 

mengurangi  potensi terjadinya penyimpangan perlu untuk adanya pelaksanaan 

pengawasan. Tery (2006: 359) mengartikan pengawasan sebagai bentuk dari 

memastikan sesuatu yang telah dilaksanakan dengan tujuan evaluasi prestasi 

kerja, dan menerapkan tindakan-tindakan korektif apabila diperlukan, sehingga 

hasil kerja dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 Pada tahun 2016, Presiden memberikan intruksi dalam rangka percepatan 

Proyek Strategis Nasional guna kepentingan umum dan kemanfaatan umum,. 

melalui Inpres No. 1 Tahun 2016 yang ditujukan kepada Para Menteri Kabinet 

Kerja, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian (Kapolri, Sekretaris 

Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non 

Kementrian. Para Gubernur. dan Bupati/Walikota dan juga BPKP (Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) selaku APIP  (Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah).  

Proyek tersebut mewajibkan agar APIP berperan sebagai early warning 

system yang diharapkan dapat mendeteksi permasalahan-permasalahan lebih dini 

dalam setiap instansi dan juga mampu memberikan solusi penyelesaian serta 

merumuskan permasalahan yang terjadi agar permasalahan tersebut tidak terulang 

kembali. Sesuai dengan konsep internal auditor terkini, peran APIP dititikberatkan 

pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, dan peningkatan efektifitas 

pengendalian. Salah satu hal yang dilakukan oleh BPKP dalam melaksanakan 

instruksi dari presiden adalah dengan meminta kontribusi dari APIP Kementerian, 

Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan review atas pengelolaan 

anggaran, yang tertuang dalam Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh 

APIP K/L/D dari tahun 2017 dan telah diperbaharui pada tahun 2018 kini, yang 

meliputi 3 (tiga) lingkup review yakni, Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang 

& Jasa melalui Pelelangan, dan Kualitas Belanja. 
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Inspektorat Daerah merupakan salah satu bagian dari instansi pemerintah 

pusat yang melakukan tugas pengendalian intern pada kegiatan pemerintahan, 

yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan PP Nomor  60 

Tahun 2008 tentang SPIP tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 

pasal 48 ayat (2) menjelaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) melakukan pengawasan intern melalui: audit, review, evaluasi, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan langsung dengan 

penjamin kualitas (quality assurance). Salah satu yang dilakukan Inspektorat 

sebagai APIP dalam melakukan tugas pengawasan intern adalah dengan 

melakukan review. Review dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan tersebut 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang 

telah ditetapkan.  

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki anggaran cukup 

besar pada anggaran belanja, khusunya pada pengadaan barang/jasa, karena sejak 

beberapa tahun yang lalu daerah ini sedang dalam upaya untuk mendongkrak 

kemajuan daerahnya dengan melakukan peningkatan pembangunan di berbagai 

sektor. Pada tahun 2017, Kabupaten Banyuwangi menganggarkan lebih dari 40 

persen anggaran belanja untuk dialokasikan pada pengadaan barang/jasa sebagai 

alat untuk mempercepat pembangunan daerah. Pengawasan penting dilakukan 

dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar anggaran yang dikeluarkan tidak 

sia-sia serta dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Daerah ini juga merupakan 

salah satu daerah yang penyerapan anggarannya rendah pada awal tahun dan 

mengalami penumpukan pada akhir tahun. 

Salah satu isu kecurangan yang terjadi terkait pengadaan barang/jasa pada 

Kabupaten Banyuwangi yaitu pada pelelangan pekerjaan kontruksi perbaikan jalur 

pendakian dan sarana pendukung di kawah ijen yang dilaksanakan oleh POKJA 

Pengadaan Barang/Jasa balai besar KSDA Jawa Timur, yang didapatkan dari hasil 

investigasi oleh LPSE Kemenntrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Melalui 

nilai proyek sebesar Rp 3.562.823.000, dimana terdapat lima peserta lelang yang 

memasukkan penawaran, dalam pelelangan ini, dimenangkan oleh PT yang dinilai 
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tidak memenuhi syarat kualifikasi, dimana syarat komposi  jumlah peralatan yang 

diajukan juga tidak sesuai dengan jumlah komposisi yang disyaratkan dalam LDP 

(Lembar Data Pemilihan) dalam dokumen lelang. (https://beritalima.com) 

Peluang-peluang terjadinya kecurangan yang memunculkan kerugian bagi suatu 

wilayah seperti itulah yang membuat suatu pengawasan perlu untuk lebih 

ditingkatkan, mengingat tujuan dari pengawasan yang juga untuk menghindari 

terjadinya permasalahan yang berpotensi serius sesuai pada definisi pengawasan 

menurut Terry  dan Leslie (2010: 232) yang mengartikan pengawasan sebagai 

bentuk pemeriksaan guna memastikan bahwa, apa yang telah dikerjakan adalah 

yang dimaksudkan untuk membuat seorang manajer lebih waspada terhadap 

sebuah persoalan yang berpontensial menjadi serius. 

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku APIP mendapatkan 

penugasan dari BPKP untuk melaksanakan review pengelolaan anggaran sejak 

Inpres No. 6 Tahun 2016 diturunkan. Berdasarkan pedoman review pengelolaan 

anggaran oleh K/L/D yang diterbitkan oleh BPKP, Inspektorat Kabupaten 

Banyuwangi telah melaksanakan review PAPBJ selama dua tahun terakhir 

terhitung dari tahun 2016-2018. Namun dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran 

Triwulanan pada periode awal tahun (1 Januari – 31 April) sejak tahun 2015-

2018, penyerapan anggaran masih terbilang rendah yakni kurang dari 10 persen 

dari keseluruhan anggaran yang telah ditetapkan.  

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kegiatan dari Inspektorat 

Kabupaten Banyuwangi sebagai Pengawas Internal (APIP) yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusinya dalam percepatan pembangunan nasional, salah 

satunya dengan melaksanakan review penyerapan anggaran (PA) dan pengadaan 

barang/jasa (PBJ) berdasarkan pedoman BPKP review pengelolaan anggaran oleh 

K/L/D untuk tahun anggaran 2018. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

inspektorat memiliki peran yang penting dalam  membantu pencapaian tujuan 

pemerintah dan mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan 

anggaran daerah. Pelaksanaan fungsi inspektorat dalam pengawasan terhadap 

pengelolaan anggaran, salah satunya yakni dalam mereview penyerapan 

anggaran dan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, masalah yang ada 

dalam penelitian ini adalah : 

Apakah kegiatan  review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa 

yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan 

Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh 

Kementerian/Lembaga/Pememerintah Daerah (K/L/P)  Tahun Anggaran 

2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai 

kesesuaian antara kegiatan  review penyerapan anggaran dan pengadaan 

barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dengan 

Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh 

Kementerian/Lembaga/Pememerintah Daerah (K/L/P)  Tahun Anggaran 2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manafaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

menjadi sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

kajian ilmu Pemerintahan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan 

pemikiran, pengetahuan, saran, maupun wacana yang dijadikan sebagai 
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bahan kajian bagi seluruh pihak terutama bagi Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi khususnya pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam 

rangka mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintahan. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Legitimasi 

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi 

bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan suatu tindakan 

yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, 

kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara social. (Suchman, 1995) 

dalam Kirana (2009). Begitu juga dengan Gray et.al (1996) dalam Nor Hadi 

(2011:88) yang berpendapat bahwa legitimasi merupakan “…a system-

oriented view of organization and society …permits us to focus on the role of 

information and disclosure in the relationship between organisations, the 

state, individuals and group”yang mengisyaratkan, bahwa legitimasi 

merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada 

keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah, individu, dan 

kelompok masyarakat. Sebagai suatu sistem yang mengedapankan 

keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan haruslah kongruen 

dengan harapan masyarakat. 

Legitimasi juga dianggap penting bagi pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pengelolaan anggaran yang 

mana anggaran tersebut bersumber dari masyarakat dan juga diperuntukkan 

masyarakat. O’Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat 

dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dan 

sesuatu yang diinginkan atau dicari pemerintah dari masyarakat. Dengan 

demikian, legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlansungan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, sebagai suatu 

sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Teori 

legitimasi juga menganjurkan pemerintah untuk meyakinkan bahwa aktivitas 

dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah menggunakan 

laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab 

lingkungan sehingga mereka diterima oleh masyarakat. 
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Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi 

perkembangan peradaban manusia, juga menjadi motivator perubahan 

legitimasi pemerintah di samping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi 

pemerintah (Lindblom, 1994) dalam buku Hadi (2011: 88)  

 

2.2 Anggaran 

Anggaran dalam sektor publik merupakan suatu hal yang sangta penting 

karena merupakan alat bagi pemerintahan dalam mengarahkan pembangunan 

sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Anggaran diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa 

pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat, serta digunakan 

sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, 

alat kordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi dan 

menciptakan ruang publik serta diperlukan adanya kebutuhan dan keinginan 

masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber 

daya terbatas (Mardiasmo, 2009:63). 

 Anggaran adalah rencana kerja dalam periode tertentu dari suatu 

departemen/fungsi/bagian dari suatu organisasi dan berisi target-target yang 

akan dicapai baik fisik maupun keuangan, dengan menggunakan kriteria-

kriteria yang penting dalam pencapaian kinerja dan dinyatakan dalam ukuran 

finansial (Mardiasmo, 2009:61). Mulyadi (2001:488), mendefinisikan 

anggaran sebagai suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kualitatif yang 

diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lainnya yang 

mencakup jangka waktu satu tahun.  

Berdasarkan penjelasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil tentang 

definisi anggaran adalah suatu perencanaan keuangan tahunan yang telah 

diukur dengan suatu standar satuan dengan memerhatikan target yang ingin 

dicapain dan menggunakan kriteria-kriteria penting dalam pencapaian kinerja.  
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2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

2.3.1 Definisi APBD 

Menurut Undang-Undang Dasar No. 32 Tahun 2003 tentang pengertian 

APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta 

ditetapkan dalam peraturan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 006). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa APBD merupakan 

alat untuk menampung berbagai kegiatan  publik yang dapat diwujudkan 

melakui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya 

akan benar-benar dirasakan oleh masyararakat.  

 

2.3.2 Jenis APBD 

Jenis APBD terdiri dari atas : 

1. Anggaran Pendapatan, yang bersumber dari: a) Pendapatan asli daerah 

(PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya; b) Bagian dana 

perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum 

(DAU), dan dana alokasi khusus; c) Pendapatan lain-lain pendapatan 

yang sah, seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari 

provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi 

khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, 

serta pendapatan lain-lain. 

2. Anggaran Belanja, yang digunakan guna keperluan penyelenggaraan 

tugas pemerintah di daerah. 

3. Pembiayaan, yakni setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan, bahwa pendapatan daerah 

merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
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kekayaan bersih. Penerimaan daerah adalah dana yang masuk ke 

daerahdalam periode tahun anggaran tertentu. Selajutnya dikatakan bahwa 

jumlah pendapatan yang telah dianggarkan di dalam APBD merupakan 

suatu perkiraan yang secara rasional telah terukur dan dapat dicapai untuk 

setiap sumber pendapatan. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 21, berbunyi bahwa 

anggaran pengeluaran yang ada dalam APBD tidak dapat melebihi 

anggaran pemerintah. Juga dijelaskan bahwa daerah tidak boleh 

menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai 

ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk dapat 

meningkatkan keefisienan pengeluaran. Begitu pula dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyebutkan tentang pengelolaan 

keuangan daerah bahwa, jumlah belanja yang dianggarkan di dalam APBD 

adalah batas maksimal untuk setiap jenis belanja. 

 

2.3.3 Fungsi APBD 

Fungsi APBD menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah sebagai 

berikut : 

1. Fungsi otorisasi 

Anggaran daerah sebagai dasar untuk melaksanakan pendaparan dan 

belanja daerah. 

2. Fungsi perencanaan 

Anggaran daerah sebagai pedoman bagi manajemen dalam 

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan 

3. Fungsi Pengawasan 

Anggaran daerah sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan. 
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4. Fungsi Alokasi 

Anggaran daerah perlu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja 

atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta 

meningkatkan efisiensi serta efektifitas perekonomian. 

5. Fungsi distribusi 

Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

6. Fungsi stabilitasi 

7. Anggaran daerah sebagai alat untuk memelihara serta mengupayankan 

keseimbangan fundamental perekonomian daerah 

 

2.3.4 Tujuan APBD 

APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan 

untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Berikut 

adalah beberapa tujuan dari APBD : 

1. Membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan keuangannya 

(impelementasi kebijakan anggaran). 

2. Meningkatkan koordinasi antarbagian dalam penyediaan barang dan 

jasa publik melalui otoritasnya. 

3. Membantu pemerintah daerah dalam memenuhi prioritasnya. 

4. Meningkatkan transparansi serta tanggungjawab pemerintah daerah 

kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan masyarakat. 

  

2.4 Tingkat Penyerapan Anggaran 

Menurut Noviwijaya, A. dan Rohman, A. (2013), pengukuran penyerapan 

anggaran satuan kerja adalah bentuk dari proporsi/persentase jumlah 

anggaran yang telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran tehadap jumlah 

pagu anggaran, sedangkan menurut Kuncoro (2013), tingkat penyerapan 

anggaran merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

rencana yang telah dicapai oleh satu instansi.  
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 Mengukur daya serap yang membutuhkan lebih dari sekedar 

membandingkan dana yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya, 

bahkan apabila 100 persen dari anggaran yang dialokasikan dihabiskan, 

mungkin ada kendala dalam daya serap yang telah menyebabkan realokasi 

dana atau kegagalan untuk melaksanakan rencana kerja (Zarinah, M. et.al., 

2016). 

 Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hingga saat ini pun belum 

memiliki definisi baku tentang standar dari berapa persen suatu daerah masuk 

ke dalam kategori mengalami keminiman penyerapan APBD. Namun, ada 

beberapa daerah yang memiliki fakta integritas yang kemudian ditanda-

tangani oleh Kepala SKPD, bahwa satu pemerintah daerah akan tercatat 

mengalami keminiman serapan anggaran apabila sampai dengan akhir tahun 

tidak mampu merealisasikan 90 persen dari total APBD pagu anggaran yang 

telah disusun (Arif, E. dan Halim, 2013). Indikator yang juga penting bagi 

suatu daerah adalah bagaimana cara melihat sjauh mana SKPD sebagai 

pengguna dari anggaran dan pengguna barang dalam menyerap Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat memenuhi prinsip hemat, tidak 

mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan 

perundang-undangan (Zarinah, M. et.al., 2016). Tinggi rendahnya penyerapan 

anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolok ukur kinerja dari SKPD tersebut. 

Kinerja sektor publik akan dinilai berdasarkan pencapaian dari target serapan 

anggarannya, berapa yang telah berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan 

dengan menganalisis perbedaan atau selisih antara kinerja aktual dengan yang 

dianggarkan (Mardiasmo, 2009: 123). 

 

2.5 Pengawasan 

2.5.1 Definisi Pengawasan 

Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan dalam kegiatan 

penggunaan dana keuangan daerah guna mencegah akan terjadinya 

penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran, kemubaziran, dan juga 
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penyelewengan. Secara umum makna pengawasan diartikan sebagai suatu 

kegiatan dalam pencegahan sedini mungkin akan terjadinya 

penyelewengan, penyimpangan, kekeliruan, kesalahan, kegagalan dalam 

pencapaian tujuan serta pelaksanaan kegiatan organisasi. Kata 

“pengawasan” berasal dari kata awas yang dalam kata lain “penjagaan”. 

Menurut Terry  dan Leslie (2010: 232) pengawasan merupakan setiap 

bentuk pemeriksaan guna memastikan bahwa, apa yang telah dikerjakan 

adalah dimaksudkan untuk membuat seorang manajer lebih waspada 

terhadap sebuah persoalan yang berpontensial menjadi serius. 

Bohari (2002: 3) pengawasan yang sesungguhnya merupakan upaya 

yang dilakukan dengan tujuan agar yang telah direncanakan sebelumnya 

dapat diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan dan dapat 

mengetahui segala kelemahan serta kesulitan di dalam pelaksanaannya, 

sehingga dapat mengambil suatu tindakan untuk perbaikan sesuai dengan 

pengamatan yang telah dilakukan demi mewujudkan pencapaian yang 

diinginkan.  

Definisi tersebut menyebutkan bahwa adanya hubungan antara 

pelaksanaan dan pengawasan, begitu juga dengan pengertian pengawasan 

menurut Schermerhorn dalam Sule dan Saefullah (2005: 317) mengartikan 

pengawasan adalah proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan 

pekngambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian dari hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan. Sedangkan 

Mockler dalam Sule dan Saefulla (2005: 317) menguraikan bahwa pada 

intinya pengawasan tidak saja berfungsi untuk apakah suatu kegiatan itu 

dilakukan atau tidak, tetapi termasuk juga pada tindakan koreksi yang 

mungkin akan diperlukan agar mampu menentukan sekaligus 

menyesuaikan pada standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari 

waktu ke waktu. Pengertian lain menurut Wursanto (2002: 270) yang 

menyatakan bahwa pengawasan atau controlling bertujuan untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan suatu kegiatan sudah sesuai dengan 
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rencana yang telah ditetapkan. Dari definisi-definisi tersebut menyatakan 

bahwa pengawasan menyangkut tentang kegiatan  dalam membandingkan 

antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, serta 

apabila terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaannya maka 

diperlukan suatu tindakan koreksi yang seperlunya. Maka organisasi akan 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila mampu 

melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, disimpulkan bahwa pengertian 

dari pengawasan adalah proses dalam mengamati, mengoreksi, mencegah 

serta menanggulangi terjadinya kekeliruan yang disengaja maupun tidak 

disengaja dalam kegiatan pelaksanaan agar sesuai dengan perencanaan 

yang telah ditentukan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

2.5.2 Jenis-Jenis Pengawasan 

Arti kegiatan pengawasan dala suatu organisasi bukan hanya tentang 

apakah kegiatan telah dilaksanakan atau tidak, tetapi juga apakah 

pelaksanaanya telah dilakukan sesuai dengan perencanaan serta standar 

yang telah ditetapkan untuk mencapai sasarannya. Oleh karena itu, untuk 

mencapai tujuan atau sasarannya, dalam hal pengawasan ini dapat 

diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, 

yaitu : 

1) Pengawasan Langsung dan Tidak Lansung 

a. Pengawasan langsung  

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang 

dilakukan secara pribadi oleh seorang pimpinan ataupun 

pengawas dengan proses mengamati, meneliti, memeriksa 

sendiri secara langsung pada tempat kegiatan serta 

menerima laporan-laporan secara langsung pula dari 

pelaksana kegiatan.  
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b. Pengawasan tidak langsung 

Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari 

laporan-laporan yang telah diterima dari pelaksana, baik 

secara tertulis maupun langsung secara lisan, serta 

mempelajari tentang pendapat-pendapat masyarakat dan 

sebagainya tanpa melakukan pengawasan secara langsung 

pada tempat kegiatan. 

 

2) Pengawasan Preventif dan Represif 

a. Pengawasan Preventif  

Menurut Sujamto (1986: 85) pengawasan preventif adalah 

pengawasan yang  dilakukan sebelum adanya pelaksanaan, 

yakni pengawasan yang dilaksanakan pada sesuatu yang 

bersifat rencana.  

b. Pengawasan Represif 

Pengawasan represif  merupakan pengawasan yang 

dilaksanakan setelah dilakukannya kegiatan atau 

pekerjaannya. Dikatakan pula bahwa pengawasan represif 

yaitu sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya 

suatu pemerintahan Sujamto (1986: 87). 

 

3) Pengawasan Intern dan Ekstern 

a. Pengawasan Ekstern 

Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar merupakan 

pengawas yang melakukan kegiatan pengawasan merupakan 

pihak lain dari luar organisasi yang menjadi obyek yang 

diawasi. Contohnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 

yang menjadi suatu perangkat pengawasan ekstern bagi 

pemerintah, karena berada di luar susunan organisasi 

pemerintah. BPK tidak tidak mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) 
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tetapi kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI 

(Sujamto, 1986: 81-82). 

b. Pengawasan Intern 

Pengawasan inten merupakan pengawasan yang dilakukan 

oleh pihak yang berada di dalam organisasi itu sendiri. 

Contohnya, Inspektorat Daerah di Wilayah Kabupaten/Kota 

yang mengawasi pekaksanaan kegiatan dalam Pemerintahan 

di Kabupaten/Kota itu sendiri (Sujamto, 1986: 81-82). 

 

4) Menurut Situmorang  dan Juhir (1994: 29-65) dalam Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, menjelaskan 

beberapa jenis dari pengawasan menurut Instruksi Presiden adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengawasan Melekat (Waskat) 

Pengawasan melekat merupakan beberapa rangkaian 

kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-

menerus dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya, secara preventif agar pelaksanaan tugas 

bawahan tersebut dapat dijalankan secara berdaya guna 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pengawasan Fungsional 

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang 

dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik 

intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang 

dilakukan terhadap pelakasanaan tugas umum pemerintah 

dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan 

perundang-undangan 

c. Pengawasan Masyarakat 

Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang 

dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara 
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lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang 

berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan 

atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang 

disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung 

(melalui media). 

d. Pengawasan Legislatif 

Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang 

dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap 

kebijaksaaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah 

dan pembangunan. 

 

  Berdasarkan jenis-jenis pengawasan dari berbagai pendapat 

diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis pengawasan yang menjadi 

bahasan dalam penelitian ini yaitu pengawasan internal, 

pengawasan tidak langsung, pengawasan represif dan pengawasan 

fungsional. Dalam penelitian ini, adapun pengawasan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuwangi 

terhadap kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah termasuk ke dalam jenis pengawasan yang bersifat represif. 

 

2.5.3 Proses Pengawasan 

Menurut Handoko (1998: 361), proses pengawasan pada umumnya terdiri 

dari paling sedikit lima tahap, sebagai berikut: 

1 Penetapan Standar Pelaksanaan 

Arti dari suatu standar adalah sebagai satuan pengukuran yang 

dapat digunakan sebagai patokan untuk sebuah penilaian hasil. 

Tujuan, sasaran, kuota, ataupun target dari suatu pelaksanaan 

kegiatan dapat digunakan sebagai suatu standar. Begitupun dengan 

bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, 
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anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja, 

serta sasaran produksi. 

Terdapat tiga bentuk umum dari standar: 

a. Standar-standar fisik, yang meliputi kuantitas barang atau jasa, 

jumlah langganan atau kualitas produk. 

b. Standar-standar moneter, yang ditunjukkan ke dalam rupiah 

serta mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, 

pendapatan penjualan, dan sejenisnya. 

c. Standar-standar waktu, seperti kecepatan dalam memproduksi 

atau batas waktu untuk penyelesaian suatu pekerjaan. 

2 Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

Penetapan standar apabila tidak disertai dengan cara mengukur 

pelaksanaan kegiatan nyata akan berakhir sia-sia. Oleh sebab itu, 

langkah dalam proses pengawasan adalah dengan menentukan 

pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. 

3 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

Terdapat berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, 

yaitu pengamatan, laporan-laporan baik lisan maupun tertulis, 

metode-metode otomatis dan inspeksi serta pengujian, atau dengan 

pengambilan sampel. 

4 Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa 

Penyimpangan 

Tahap selanjutnya dari proses pengawasan adalah dengan 

membandingkan pelaksanaan yang nyata dengan yang telah 

direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-

penyimpangan harus dianalisa agar dapat ditentukan alasannya 

apabila standar tidak dapat dicapai. 

5 Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan 

Apabila hasil dari analisa telah menunjukkan adanya bentuk 

kesalahan dan perlu adanya tindakan koreksi, maka tindakan ini 

harus diambil. 
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Tindakan koreksi tersebut diambil dalam berbagai bentuk, seperti: 

a. Mengubah standar mula-mula 

b. Mengubah pengukuran dari pelaksanaan 

c. Mengubah cara dalam menganalisa serta mengintrepretasikan 

penyimpangan-penyimpangan 

Berdasarkan pendapatan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

proses dalam pengawasan terdiri dari beberapa tahap seperti 

penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan 

kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis 

penyimpangan, dan juga pengambilan tindakan koreksi bila 

diperlukan. 

2.5.4 Tujuan dan Fungsi Pengawasan 

1 Tujuan Pengawasan 

Menurut Simbolon (2004: 62), pengawasan bertujuan agar 

hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan diperoleh secara berdaya 

guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Senada dengan tujuan 

pengawasan menurut Siagian (2002: 259) yang menyatakan bahwa, 

pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 

diviasi dalam operasional atau rencana, sehingga dari seluruh 

kegiatan operasional yangsedang berlansung akan terlaksana 

dengan baik yang dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, 

tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi 

mungkin.  

Dari beberapa pendapat tersebut, mengenai tujuan 

pengawasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan bertujuan untuk 

mengetahui serta memahami fakta yang sebenarnya dari suatu 

pelaksanaan pekerjaan ataupun kegiatan, apakah kegiatan tersebut 

dilaksanakan berjalan sesuai dengan efektif dan efisien. Agar 
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demikian, objek pengawasan dapat  diketahui kinerjanya, sehingga 

dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terjadi suatu kesalahan. 

 

2 Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan menurut Bohari (2004: 9) adalah proses 

yang dilakukan untuk memastikan agar apa saja yang telah 

direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya diharapkan. 

Begitu juga yang diungkapkan oleh Sule dan Saefullah (2005:17) 

bahwa, fungsi pengawasan merupakan suatu identifikasi dari 

berbagai faktor yang menghambat sebuah pekerjaan, serta 

pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan 

organisasi dapat tetap tercapai dengan baik. Sehingga disimpulkan 

bahwa, fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk memastikan supaya rencana yang telah ditetapkan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan proses yang 

tela diatur sebelumnya.  

 

2.6 Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh K/L/D Tahun Anggaran 

2018 

2.6.1 Dasar Hukum 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun  2014 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan APBD. 

5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan. 
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6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. 

7. Intruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk 

Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

8. Intruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan 

Negeri dalam Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan 

Negara. 

9. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun 2018. 

12. Surat Kepala BPKP Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Nomor S-

837/K/D2/2018Tanggal 11 Juli 2018 tentang Pelaksanaan Reviu 

Pengelolaan Anggaran oleh APIP K/L/D Triwulan II Tahun Anggaran 

2018. 

13. Surat Kepala BPKP Kepada Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota Nomor S-

804/K/D3/2018 Tanggal 11 Juli 2018 tentang Review Pengelolaan 

Anggaran serta Review Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan 

II Tahun 2018. 

 

2.6.2 Tujuan Review PA/PBJ dalam Pedoman Review Pengelolaan 

Anggaran K/L/P 2018 

Berdasarkan pedoman reviu Pengelolaan Anggaran oleh APIP 

Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) dari BPKP Tahun 

Anggaran 2018, (http://itjen.ristekdikti.go.id) kegiatan review dimaksudkan 

agar K/L/D dapat membangun sistem pengendalian pengelolaan anggaran 
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termasuk penyerapan anggaran dan pelaksanaan PBJ di instansi masing-

masing. 

 

2.6.3 Sasaran Review PA/PBJ dalam Pedoman Reviu Pengelolaan 

Anggaran K/L/P 2018 

Sasaran review pengelolaan anggaran adalah peningkatan peran pengawalan 

oleh APIP K/L/D atas: 

1. Penyerapan anggaran belanja pada masing-masing K/L/D 

2. Realisasi jumlah dan posisi PBJ yang telah dilelang, ditetapkan 

pemenang, ditandatangani kontrak, dan tingkat penyelesaian paket PBJ 

setiap akhir Triwulan 

3. Hambatan/permasalahan dan membeikan saran perbaikan 

(debottlenecking). 

 

2.6.4 Ruang Lingkup Review dan Batas Tanggung Jawab APIP 

1. Review Penyerapan Anggaran Belanja meliputi jumlah anggaran dan 

realisasi penyerapan anggaran triwulanan atas Belanja Pegawai, Belanja 

Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja lain-lain; 

2. Review Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui Pelelangan 

meliputi jumlah, nilai dan status PBJ yang dibiauai dengan Belanja 

Modal dan Belanja Barang yang dilakukan melalui proses pelelangan 

(lelang terbatas dan lelang umum yang masuk dalam e-procurement). 

Tingkat penyelesaian kontrak dihitung untuk kegiatan pengadaan 

kontruksi maupun non-kontruksi. 

Batasan tanggung jawab atas kegiatan APIP yaitu: 

1. Data target dan realisasi yang di review oleh APIP K/L/D merupakan 

tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab APIP terbatas pada 

simpulan hasil review. 
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2. Tanggung jawab BPKP terbatas pada kompilasi informasi, analisis  

hasil kompilasi informasi, dan saran yang disampaikan kepada Presiden 

RI. 

 

2.6.5 Metode Review 

Metode review PA/PBJ meliputi : 

1. Pengumpulan data dan informasi 

APIP K/L/D mengumpulkan data anggaran (DIPA/Perda APBD Tahun 

Anggaran 2018 beserta anggaran perubahannya) dan realisasi anggaran 

belanja, posisi paket PBJ melalui pelelangan dan indikator kualitas 

belanja. 

2. Melakukan analisis perbandingan data dan informasi 

Data yang diperoleh diinput ke dalam kertas kerja review dan 

dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan pada pedoman 

review. 

3. Wawancara dan konfirmasi 

Hasil informasi yang tidak sesuai dengan kriteria review, APIP K/L/D 

melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait (KPA, ULP, dan 

Biro Keuangan K/L atau Pejabat Pengelola Keungan Daerah) untuk 

mengetahui ketidaksesuaian target, menganalisis permasalahan dengan 

menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA), dan menetapkan 

rekomendasi pemecahan masalahnya. 

 

2.6.6 Langkah Kerja 

1 Data/Informasi yang Dibutuhkan 

a) Penyerapan Anggaran Belanja 

Anggaran setahun, Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulanan dan 

realisasi belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, 

Belanja Bansos, dan Belanja Lainnya) sampai dengan akhir 

triwulan yang direview.  
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Sumber data pada Pemda: Perda APBD, Aplikasi Keuangan 

Daerah. 

b) PBJ melalui Pelelangan 

1) Rencana PBJ (Jumlah dan nilai) yang dibiayai dengan Belanja 

Barang dan Belanja Modal dan akan dilakuakn melalui 

pelelangan tahun 2018 melalui Rencana Umum Pengadaan 

(RUP). 

2) Data posisi PBJ per akhir triwulan (jumlah dan nilai paket PBJ 

yang masih/belum proses lelang, telah ditandatangi kontraknya, 

dan tingkat penyelesaian pekerjaan) yang diperoleh dari PPK 

dan ULP. 

Sumber data yang diperlukan Pemda yaitu: Data progres PBJ dan 

ULP dan PPK. 

2 Analisis Data 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan diinput di kertas kerja, 

dilakkukan pendalaman/identifikasi permasalahan apabila kondis tidak 

sesuai kriteria, sebagai berikut: 

a) Penyerapan Anggaran Belanja 

Realiasasi Anggaran ≤90%/Anggaran Kas 

b) PBJ melalui Pelelangan 

Realisasi tanda tangan kotrak dan penyelesaian pekerjaan (100%) 

kurang dari ≤90% dari target PBJ pada RUP 

 

3 Identifikasi Permasalahan dan Perumusan Solusi 

Terhadap ruang lingkup review yang kondisinya tidak sesuai kriteria, 

APIP K/L/D melakukan identifiasi permasalahan dan perumusan solusi 

menggunakan metide Root Cause Analysis (RCA) atau Analisis Akar 

Masalah. RCA merupakan alat yang digunakan untuk mencari 

penyebab hakiki dari suatu permasalahan yang telah terjadi. Suatu 

permasalahan yang diketahui akar penyebabnya diharapkan dapat 
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dicarikan solusi yang tepat sehingga permasalahan yang sama tidak 

berulang dikemudian hari. 

Langkah-langkah dalam penyusunan RCA: 

a) Identifkasi masalah pada setiap lingkup review berupa 

ketidaksesuaian kondisi  dengan kebijakan dan prosedur, 

peraturan/perundang-undangan, standar, dan referensi lain yang 

relevan 

b) Dapatkan data/informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi 

fakta/masalah yang terjadi. Data/informasi bersumber dari 

dokumen, wawancara, observasi, braunstorming, dan lain-lain 

(hindari asumsi, kesan, atau tafsiran) untuk melihat kesenjangan 

atau gap yang terjadi antara fakta dengan yang seharusnya 

dilakukan 

c) Lakukan prioritas masalah 

d) Prioritas masalah dapat dilakukan dengan membuat peringkat 

masalah berdasarkan dampak dan tingkat kemungkinan 

terjadinya. Masalah-masalah kecil yang tidak penting dan tidak 

berpengaruh besar dapat diabaikan dan fokus pada masalah-

masalah utama.  

e) Lakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab 

Masalah-maslah prioritas kemudian dianalisa untuk dicari 

faktor-faktor penyebabnya. Salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk melakukan analisis adalah The 5 Whys. The 5 

Whys dilakukan dengan cara bertanya “why” sampai lima kali 

terhadap suatu masalah atau sampai tidak ada jawaban lagi yang 

dapat dikemukakan. Jawaban yang paling akhir merupakan akar 

penyebabnya. 

APIP K/L/D dapat melakukan identifikasi penyebab 

permasalahan dengan mempertimbangkan: 

1) Aspek proses kegiatan: (1) kebijakan, (2) perencanaan, (3) 

penganggaran, (4) pelaksanaan, (5) penatausahaan, (6) 
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pelaporan, (7) pertanggungjawaban, (8) monitoring dan 

evaluasi 

2) Aspek objek/faktor penyebab (6M) 

Tabel 2.1  

Aspek Objek/Faktor Penyebab 6M 

No Objek Uraian 

1 Man Faktor manusia baik dalam 

melakukan hal perilaku ataupun 

kompetensi 

2 Method Faktor metode kerja/SOP 

3 Money Faktor ketersediaan anggaran 

4 Material Faktor ketersediaan bahan dan 

alat 

5 Measurement Faktor penetapan ukuran 

keberhasilan/target 

6 Minutes Faktor waktu 

 

f) Lakukan pengujian traceback terjadap isian RCA dengan cara 

penyebab terakhir apakah mengakibatkan penyebab di level 

atasnya, demikian seterusnya sampai ke permasalahan. 

g) Rumuskan saran/rekomendari terhadap akar penyebab yang 

sudah diidentifikasi dengan mencantuman ukuran keberhasilan, 

penanggungjawab, dan batas waku penyelesaian. Hal ini 

dimaksudkan agar APIP lebih mudah dalam melakukan 

pemantuan atas tindak lanjut rekomendarinya. 
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4 Pelaporan Hasil Review 

Aplikasi berbasis web akan menghasilkan laporan hasil review dan 

menjadi dasar bagi APIP K/L/D untuk membuat Surat Pengantar 

Masalah yang ditujukan kepada pimpinan K/L/D. Hasil review oleh 

seluruh APIP K/L/D akan dikompilasi oleh BPKP dan dilaporkan 

kepada Presiden RI. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian diantaranya 

adalah : 

Penelitian Ardiyanti (2016) yang berjudul “Peran Inspektorat 

Kabupaten Sumenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik 

Daerah”. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan 

pendekatan fenomonologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran 

Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai APIP belum terkoordinasi 

dengan baik, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan lebih terpaku pada 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sudah diasakan dan terdapat 

keambiguan antara tugas pengawasan dan pemeriksaan. 

 

Perbedaan Penelitian :  

Perbedaan penelitian terletak pada topik penelitian yang dipilih, 

yaitu pengawasan pengadaan barang miliki daerah yang dilakukan oleh 

Inspektorat Kabupaten Sumenep merupakan jenis pengawasan yang 

bersifat lansung atau pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh 

seorang pimpinan ataupun pengawas dengan proses mengamati, meneliti, 

memeriksa sendiri secara langsung pada tempat kegiatan serta menerima 

laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana kegiatan. Sedangkan 

dalam penelitian ini adalah membahas tentang peran APIP dalam review 

yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang bersifat tidak 

lansung atau pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-

laporan yang telah diterima dari pelaksana, baik secara tertulis maupun 
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langsung secara lisan, serta mempelajari tentang pendapat-pendapat 

masyarakat dan sebagainya tanpa melakukan pengawasan secara langsung 

pada tempat kegiatan. 

Penelitian Wardhana (2015) yang berjudul “Ketidaksesuaian dalam 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Laporan Hasil Audit 

Inspektorat Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Bangil Tahun 2012 

Ditinjau dari Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Tipe 

penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang mengangkat, 

membahas, dan menguraikan permasalahan dengan difokuskan pada 

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian 

yang dipaparkan menyatakan bahwa, Unit Layanan Pengadaan Kecamatan 

Bangil Kabupaten Pasuruan tidak memperhatikan ketentuan yang ada dan 

juga pada audit yang dilakukan oleh Inspekpektorat Kabupaten Pasuruan 

di Kecamatan Bangil ditemukan ketidaksesuaian dalam mekanisme 

pengadaan paving kantor Kecamatan Bangil.  

Perbedaan Penelitian :  

Pada penelitian tersebut difokuskan pada kesesuaian antara kaidah 

dan norma hukum dengan kondisi yang ada pada lapangan, yang bermula 

dari permasalahan kasus yang telah ada pada tahun 2012 dan diulas 

kembali di tahun 2015, sedangkan peneliti melakukan penelitian ini atas 

dasar keingintahuan mengenai peran Inspektorat Daerah dalam kegiatan 

review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang lebih 

menguraikan tentang optimal atau tidaknya kinerja Inspektorat di 

Kabupaten Banyuwangi dipandang melalui pemenuhan sasaran program 

reviu. 

 

Penelitian Juliani (2014) dengan judul “Pengaruh Faktor-Faktor 

Kontekstual terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran terkait Pengadaan 

Barang/Jasa”. Penelitian ini menggunakan metode campuran yakni 

menerapkan dua pendekatan sekaligus (kuantitaf dan kualitatif). Hasil 

analisis penelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa faktor-faktor 
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yang memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa 

pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pengetahuan 

peraturan, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi, sedangkan 

pada analisis kualitatif hasilnya mendukung pada hasil kuantitatif. 

Perbedaan Penelitian :  

Penelitian tersebut menggunakan dua metode penelitian sekaligus 

(mixed method) yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif, sedangkan 

pada penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode Hasil 

Penelitian 

1. Muthia 

Tri 

Ardiyanti, 

dkk. 

(2016) 

Peran 

Inspektorat 

Kabupaten 

Sumenep dalam 

Pengawasan 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah.  

Metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

fenomonologi 

Peran 

Inspektorat 

Kabupaten 

Sumenep 

sebagai APIP 

belum 

terkoordinasi 

dengan baik, 

pelaksanaan 

pengawasan 

yang dilakukan 

lebih terpaku 

pada Kertas 

Kerja 

Pemeriksaan 

(KKP) yang 

sudah diasakan 
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dan terdapat 

keambiguan 

antara tugas 

pengawasan 

dan 

pemeriksaan. 

Perbedaan Penelitian :  

Perbedaan penelitian terletak pada topik penelitian yang dipilih, 

yaitu pengawasan pengadaan barang miliki daerah yang dilakukan 

oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep merupakan jenis pengawasan 

yang bersifat lansung, sedangkan dalam penelitian ini adalah 

membahas tentang peran APIP dalam review yang merupakan 

bagian dari kegiatan pengawasan yang bersifat tidak lansung. 

2 Adya 

Aulia 

Wardhana 

(2015) 

Ketidaksesuaian 

dalam 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah 

Berdasarkan 

Laporan Hasil 

Audit 

Inspektorat 

Kabupaten 

Pasuruan di 

Kecamatan 

Bangil Tahun 

2012 Ditinjau 

dari Perpres 

tentang 

Yuridis 

Normatif 

Audit yang 

dilakukan oleh 

Inspekpektorat 

Kabupaten 

Pasuruan di 

Kecamatan 

Bangil 

ditemukan 

ketidaksesuaian 

dalam 

mekanisme 

pengadaan 

paving kantor 

Kecamatan 

Bangil. 
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Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah. 

 

Perbedaan Penelitian :  

Pada penelitian tersebut difokuskan pada kesesuaian antara kaidah 

dan norma hukum dengan kondisi yang ada pada lapangan, yang 

bermula dari permasalahan kasus yang telah ada pada tahun 2012 

dan diulas kembali di tahun 2015, sedangkan peneliti melakukan 

penelitian ini atas dasar keingintahuan mengenai peran Inspektorat 

Daerah dalam kegiatan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan 

barang/jasa yang lebih menguraikan tentang optimal atau tidaknya 

kinerja Inspektorat di Kabupaten Banyuwangi dipandang melalui 

pemenuhan sasaran program review. 

3 Dian 

Juliani 

dan 

Mahfud 

Sholihin 

(2014) 

Pengaruh 

Faktor-Faktor 

Kontekstual 

terhadap 

Persepsian 

Penyerapan 

Anggaran 

terkait 

Pengadaan 

Barang/Jasa. 

Metode 

kualitatif dan 

kuantitatif 

(mixed 

method) 

Hasil analisis 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa faktor-

faktor yang 

memengaruhi 

penyerapan 

anggaran 

terkait 

pengadaan 

barang/jasa 

pada 

Pemerintah 

Daerah 

Istimewa 
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Yogyakarta 

yaitu 

pengetahuan 

peraturan, 

komitmen 

manajemen, 

dan lingkungan 

birokrasi. 

Perbedaan Penelitian :  

Penelitian tersebut menggunakan dua metode penelitian sekaligus 

(mixed method) yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif, 

sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP) menjelaskan bahwa SPIP merupakan 

Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. APIP juga berfungsi 

untuk memperkuat serta menunjang efektivitas SPIP, sehingga dalam hal ini 

Inspektorat Daerah sebagai APIP dapat melakukan pengawasan intern 

melalui: 

1. Audit  

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara 

independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai 

kebenaran, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas 

dan fungsi Instansi Pemerintah. 
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2. Review  

Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa 

kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, 

rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

3. Evaluasi  

Rangkaian kegiatan dalam hal membandingkan hasil atau pestasi suatu 

kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

4. Pemantauan 

Proses penilaian kemauan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan 

5. Kegiatan pengawasan lainnya 

Kegiatan berupa sosialisai pengawasan, pendidikan, pelatihan pengawasan, 

pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil dan pemaparan hasil 

pengawasan. 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional dilaksanakan dalam 

mewujudkan  kepentingan umum dan kemanfaatan umum, melihat tahun 2015 

penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa mengalami penumpukan di 

akhir tahun maka, pada tanggal 8 Januari 2016 Presiden Joko Widodo 

menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016. Melalui 

Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, presiden mengintruksikan kepada para 

pejabat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, 

fungsi, dan kewenangan masing-masing  untuk melakukan dan/atau 

mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden juga 

memberikan instruksi kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) selaku APIP. 
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Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai APIP diharapkan mampu 

melaksanakan perannya dalam review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan 

Barang/Jasa (PAPBJ) dengan memberikan solusi dan saran atas hambatan-

hambatan yang menjadi penyebab terjadinya penumpukan penyerapan 

anggaran dan proses pengadaan barang/jasa yang diharapkan untuk dapat 

membantu dalam mencapai percepatan penyerapan anggaran dan pengadaan 

barang/jasa di tahun-tahun berikutnya. Inspektorat melaksanakan review 

dengan menggunakan pedoman dan aturan dalam menetapkan sasaran review 

dan menyusun program kerja, begitu pun pada kegiatan Review Penyerapan 

Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan pedoman dari 

BPKP yakni pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh APIP K/L/P Tahun 

2018. 

Dalam penelitian ini, peneliti ini mengetahui bagaimana pelaksanaan 

kegiatan review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) 

pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dan menyesuaikannya dengan 

pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh K/L/D tahun anggaran 2018 

dari BPKP mulai dari sasaran dalam review penyerapan anggaran dan 

pengadaan barang/jasa, analisis kondisi sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan dan proses identifikasi masalah dengan metode RCA untuk pada 

akhirnya merumuskan rekomendasi/saran atas permasalahan yang telah 

diketahui dengan tujuan agar masalah tersebut tidak akan terulang kembali.
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GAMBAR 2.1 
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PP 60 Tahun 2008 

tentang Sistem 

Pengendalian Intern 

Inpres No. 1 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional 

Surat Kepala BPKP Kepada 
Menteri/Pimpinan Lembaga Nomor S-

837/K/D2/2018 tentang review PA 
Triwulanan kepada APIP K/L/D 

Kesimpulan 

Review PAPBJ  2018 

pada Inspektorat 

Kabupaten Banyuwangi 

Pedoman Review 

Pengelolaan Anggaran oleh 

K/L/D tahun 2018 

Review Penyerapan 

Anggaran 

Review Pengadaan 

Barang/Jasa 

Analisis Kondisi 

Identifikasi Masalah dan 

Perumusan Rekomendasi 

Belanja pegawai, barang, modal, 

bansos, dan lain-lain 

Kriteria: realisasi ≤90% 

anggaran 

Menggunakan metode RCA 

Jumlah, nilai&status Pengadaan 
Barang/Jasa khusus pelelangan 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini akan memberikan gambaran faktual 

peran Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Review Penyerapan 

Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Kabupaten Banyuwangi. Menurut  

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4), mengartikan metode kualitatif 

sebagai suatu prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan tentang perilaku dari orang-orang yang 

diamati. Bogdan juga menjelaskan tentang penelitian deskriptif tentang 

bagaimana dalam menggambarkan dengan menggunakan ilustrasi dari sebuah 

kondisi tertentu berdasarkan objek yang sedang diteliti.  

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terbuka untuk 

menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu 

atau kelompok yang sedang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, peneliti bermaksud untuk mengetahui tentang apa peran Inspektorat 

Daerah dalam melaksanakan kegiatan Review Penyerapan Anggaran dan 

Pengadaan Barang/Jasa pada Kabupaten Banyuwangi. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

        Penelitian kualitatif penetapan fokus penelitian terhadapa pencarian data 

ditujukan untuk memberikan batasan dalam proses pengumpulan data 

sehingga penelitian memfokuskan terhadap masalah yang menjadi tujuan 

penelitian. Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada: 

1. Kegiatan Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal dalam kegiatan 

pelaksanaan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa 

yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. 

2. Kegiatan  review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang 

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi apakah sesuai dengan 
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Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh 

Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/P) tahun 2018. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dan 

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yaitu yang beralamat di Jalan KH. Agus 

Salim, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa 

Timur. Waktu pelaksanaan dimulai pada bulan Oktober 2018. Peneliti 

mencoba menggali data secara objektif sehingga mampu memberikan suatu 

gambaran empiris tentang apa yang terjadi di lapangan, sebagai mana subjek 

penelitian ini adalah ketua tim review, pengendali teknis, pembantu 

penanggung jawab dan administrasi perencanaan. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Lofland dalam Moleong (2010: 157), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan sumber 

data berupa: 

 

1. Data primer  

Menurut Lofland dalam Moleong (2010: 157) menjelaskan 

bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data utama ialah kata-kata 

serta tindakan. Kata-kata dan tindakan adalah sumber data yang 

diperoleh dari lapangan dengan melakukan pengamatan atau 

wawancara. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan 

informasi langsung mengenai Peran Inspektorat Daerah sebagai 

Pengawas Internal dalam Review Penyerapan Anggaran dan 

Pengadaan Barang/Jasa pada Kabupaten Banyuwangi. 
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2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang telah diperoleh dari sumber 

bacaan serta berbagai macam sumber yang lain yang sudah ada dan 

dikumpulkan oleh pihak lain yang diperoleh dari data primer (arsip, 

dokumen resmi, dan surat resmi) dan data sekunder juga bisa ada 

yang bersifat publikasi seperti profil instansi, laporan realisasi 

anggaran, dan lokasi instansi. 

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 

sehingga dibutuhkan data-data tentang profil Inspektorat 

Banyuwangi, data-data yang diperlukan dalam kegiatan review, 

peraturan perundang-undangan, hasil review dan dokumen lain yang 

berkaitan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian kualitatif data yang dikumpulkan dilakukan dalam natural 

setting (kondisi ilmiah), sumber data primer, dan lebih banyak menggunakan 

observasi, wawancara serta dokumentasi (Arifin, 2014). Berdasarkan teori 

tersebut, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan, yaitu: 

 

1. Wawancara  

    Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2008:72) berpendapat 

bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikkan makna dalam suatu topik. Beberapa jenis 

wawancara yaitu, wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak 

terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Wawancara semiterstruktur yaitu teknik wawancara yang dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah 
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wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumulan datanya.  

Informan pada objek penelitian ini dipilih dari spesifikasi keahlian 

yang dimiliki. Informan merupakan pihak yang memiliki 

pemahaman atau bahkan pihak yang juga ikut terlibat dalam 

pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuwangi, 

adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bapak Akhmad Saeho, S.E.  sebagai Inspektur Pembantu 

Wilayah III (Pembantu Penanggung Jawab), 

2. Ibu Rusmiati atau sebagai Pengadministrasian Perencanaan, 

3. Bapak Achmad Alfian, S.E sebagai Auditor Muda dan 

sekarang merupakan Ketua Tim dalam review, 

4. I Nengah Adnyana, S.E. jabatan sebagai Auditor Madya & 

Pengendali Teknis dalam review. 

 

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode 

wawancara terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya peneliti telah 

menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara 

yang dibuat berdasarkan dari pedoman Review Penyerapan 

Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) tahun anggaran 

2018. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana proses kegiatan review Penyerapan Anggaran dan 

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Inspektorat 

Kabupaten Banyuwangi dan apakah telah sesuai dengan pedoman 

Review Pengelolaan Anggaran oleh 

Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) Tahun Anggaran 

2018. Untuk mendapatkan informasi yang relatif lebih objektif, maka 

wawancara dilakukan terhadap tiga orang informan yang dianggap 

menguasai permasalahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  
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2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Teknik dokumentasi adalah pelengkap dari metode 

wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif, selain itu hasil 

penelitian akan lebih dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi 

kehidupan di masa kecil, di masyarakat, dan autobiografi. Menurut 

Cresswell (2016:255) data ini dapat memberikan peluang kepada 

partisipan untuk langsung membagi pengalamannya. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya adalah format kertas kerja review, surat 

penugasan BPKP, surat pemberitahuan auditan, peraturan daerah, 

PKPT, dan nama-nama karyawan Inspektorat Kabupaten 

Banyuwangi. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis data kualitatif merupakan proses pencarian dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan 

cara ini mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melaksanakan sistesa, menyusun ke dalam pola sesuai dengan 

tupoksinya. Peneliti kemudian menarik kesimpulan yang mudah dipelajari, 

dan membuat kesimpulan mudah dipahami oleh diri sendiri yang orang lain 

(Sugiyono, 2010: 244). Langkah-langkah menurut Miles dan Huberman 

(dalam Burhan Bungin, 2012: 69-70) adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Di tahap ini, data dikumpulkan dengan teknik wawancara, hasil 

observasi, serta dokumentasi berdasarkan pada kategori yang telah 

disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian. 
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2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Dalam tahap reduksi data ini, peneliti memilah-milah data yang 

dibutuhkan dan tidak dibutuhkan dalam penelitian peran Inspektorat 

Daerah  sebagai pengawas internal dalam pengawasan kegiatan 

pelaksanaan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa 

oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Teknik ini untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran 

secara keseluruhan atau sebagian tertentu dari penelitian. Batasan 

yang diberikan dalam penyajian data adalah kumpulan dari informasi 

yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Diwujudkan dalam bentuk 

uraian dengan teks naratif, flowchart, tabel atau sejenisnya. 

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi 

Teknik ini dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi setelah 

adanya penyajian data. 

5. Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Tahap ini adalah tahap dimana data yang telah diperoleh kemudian 

di dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada 

penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan 

inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, 

wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kemudian, dalam 

kesimpulan akhir penelitian ini berupa teks naratif yang 

mendeskripsikan pelaksanaan review penyerapan anggaran dan 

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Inspektorat 

Kabupaten Banyuwangi, serta faktor apa saja yang menjadi 

hambatan bagi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam 

mengoptimalkan pelaksanaan review penyerapan anggaran dan 
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pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Inspektorat 

Kabupaten Banyuwangi. 

 

3.7 Tehnik Keabsahan Data 

Keabsahan (trustworthiness) dalam penelitian ini ditetapkan dengan 

melaksanakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu. Salah satu kriteria menurut Moleong (2012: 326) 

yang digunakan di dalam penelitian ini adalah derajat kepercayaan. 

Kriteria ini berfungsi guna melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga 

tingkat kepercayaan penemuya dapat dicapai dan untuk mempertunjukkan 

derajat kepercayaan terhadap hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian 

oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan yang akan 

dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas adalah derajat 

kepercayaan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Menurut Patton dalam Moleong (2012: 330-331) 

menjelaskan Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan serta 

mengecek balik derajat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu serta alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi data dengan berusaha dalam 

menyatukan perbedaan sumber data yang ditemukan melalui beberapa 

sumber dengan melakukan wawancara/interview kepada beberapa 

informan/narasumber, yaitu kepada pihak Inspektorat Kabupaten 

Banyuwangi. 
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BAB V. KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara bersama tim review mengenai peran 

Inspektorat sebagai pengawas internal pada kegiatan review penyerapan 

anggaran dan pengadaan barang/jasa pada Kabupaten Banyuwangi, dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan review dijalankan dengan baik, 

namun tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman review pengelolaan 

anggaran tahun 2018 yang diterbitkan oleh BPKP, yakni pada langkah 

identifikasi masalah yang seharusnya menggunakan metode RCA menurut 

pedoman review untuk melakukan perumusan rekomendasi/saran yang 

tepat setelahnya. Sehingga dapat dikatakan, Inspektorat Kabupaten 

Banyuwangi menjalankan review dengan baik namun tidak sepenuhnya 

sesuai berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh BPKP (Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan) yakni Pedoman Review 

Pengelolaan Anggaran oleh K/L/D Tahun Anggaran 2018. Peran 

Inspektorat dinilai baik karena penyerapan anggaran tahunannya yang 

mampu mencapai hampir 90 persen yang bisa disebut sebagai titik normal. 

Akan tetapi jika dilihat dari penyerapan anggaran yang masih rendah di 

Triwulan pertama yakni dibawah 10 persen setiap tahun, maka dikatakan 

tidak sepenuhnya dapat mencapai harapan dari tujuan diadakannya Review 

Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa ini. 

 

5.2 Keterbatasan  

1. Pedoman review pengelolaan anggaran oleh APIP 

Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018 

menyertakan kualitas belanja dalam reviewnya setelah melakukan review 

penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, akan tetapi penelitian 

ini membatasi topik permasalahan hanya pada penyerapan anggaran dan 

pengadaan barang/jasa. Sehingga, permasalahan yang ditemukan hanya 
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sebatas pada lingkup review penyerapan anggaran dan pengadaan 

barang/jasa tanpa mengaitkan review kualitas belanja. 

 

2. Peneliti tidak dapat menggunakan langkah observasi, dikarenakan pada 

saat penelitian dilaksanakan, kegiatan review penyerapan anggaran dan 

pengadaan barang/jasa telah melewati periode yang terakhir, sehingga 

kegiatan review sudah tidak dilaksanakan pada tahun ini. 

 

5.3 Saran 

Dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, beberapan saran 

yang dapat diberikan oleh peneliti, adalah: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengaitkan review 

kualitas belanja yang bukan merupakan bagian dari topik permasalahan 

bagi peneliti untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai peran 

Inspektorat dalam review pengelolaan anggaran. 

 

2. Penelitian selanjutnya perlu memperhatikan pemilihan waktu yang tepat 

untuk melakukan penelitian, karena apabila perlu melakukan observasi 

harus pada saat kegiatan pada objek penelitian masih berlansung agar 

dapat mengamati kegiatan lansung di lapangan. 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


78 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ardiyanti, Djasuli, dan Harwida. 2016. Peran Inspektorat Kabupaten 

Sumenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah. FEB 

Universitas Trunojoyo Madura. 

Bohari. 2002. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. 

Cresswell, Jhon W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, 

Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Empat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Dedi Nordiawan. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. 

D. Riant Nugroho. 2002. Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi 

Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Jakarta: PT. 

Ales Media Komputindo. 

Harmawan, W. 2014. Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan. Program Sarjana Universitas Hasanuddin. 

Hadi, Nor. 2011. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi 

Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat 

http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id Pelaksanaan Anggaran. Diakses 11 

September 2018 

http://pemerintah.net Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Diakses 11 September 

http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id Pelaksanaan Anggaran. Diakses 11 

September 2018 

https://soppengkab.go.id Peran Inspektorat Daerah sebagai Pengawas 

Internal. Diakses 11 September 2018 

http://inspektorat.banyuwangikab.go.id Isi RENSTRA 2016-2021 ITKA. 

Diakses pada 15 September 2018 

http://pemerintah.net Tata Cara Review Laporan Kinerja. Diakses 20 

September 2018 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


79 
 

http://itjen.ristekdikti.go.id Pedoman Reviu TA 2018. Diakses 10 November 

2018 

Indriantoro, Nur dan Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis untuk 

Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE. 

Juliani dan Sholihin. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor Konstektual Terhadap 

Persepsian Penyerapan Anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa. FEB 

Universitas Gadjah Mada. 

Kuncoro, M. (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi 4. Jakarta: 

Erlangga. 

Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik –Ed IV. Yogyakarta: CV Andi 

OFFSET. 

Mariani, P. 2012. Peranan Inspektorat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah pada Pemerintahan Kota Bandung. Program Sarjana Universitas 

Widyatama. 

Moleong, L. J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya. 

Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya. 

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat. 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Peran Serta 

Fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota.  

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Urusan Pemerintahan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


80 
 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Permana, D. D. 2013. Analisis Peranan Inspektorat Undang-Undang Nomor 

60 Tahun Kabupaten Sebagai Auditor Intern Pemerintah dalam 

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi 

Kasus Kabupaten Wonosobo. Program Sarjana Universitas Indonesia. 

R. Serfianto D. P dan Iswi Hariyani . 2011. Rahasia Menang Tender 

Barang/Jasa. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 

R.Terry, George. 2006. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. 

R.Terry, George dan Leslie W, Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: 

Bumi Aksara. 

Simbolon, Maringan Masrv. 2004. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. 

Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefulllah. 2005. Pengantar 

Manajemen. Edisi ke-1 Jakarta: Fajar Interpratama Offset. 

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir. 1994. Aspek Hukum Pengawasan 

Melekat. Yogyakarta: Rineka Cipta. 

Wardhana. 2015. Ketidaksesuaian dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Pasuruan di 

Kecamatan Bangil Tahun 2012 Ditinjau dari Perpres tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Fakultas Hukum UNEJ. 

Warren, Fees, dan Reeve. 2005. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba 

Empat. 

Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga. 

Winardi. 2000. Manajer dan Manajement. Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Zeptian, A dan Rohman, A. 2013. Analisis Pengaruh Penerapan Corporate 

Governance, Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba pada Perbankan. Diponegoro Journal of Accounting. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

81 
 

LAMPIRAN 1 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

 

Informan 1  

Tanggal Wawancara : 26 Oktober 2018 

Tempat/Waktu : Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 

Identitas Informan 1 

1 Nama   : Akhmad Saeho, S.E.   

2 Jenis Kelamin : Laki-laki 

3 Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III 

4 Satuan  Kerja : Inspektorat 

Hasil Wawancara 

1. Apa yang dilaksanakan sebelum melaksanakan Review Penyerapan 

Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa? 

Jawab : 

“Pertama itu ya, setiap akan melakukan penugasan di tiap tahunnya 

Inspektorat menyusun PKPT. Saat akan mengusulkan PKPT dalam rapat 

koordinasi pengawasan di Inspektorat Provinsi yang dihadiri oleh seluruh 

Inspektorat Kota/Kabupaten se Provinsi Jawa Timur, sebelumnya terlebih 

dahulu kita membuat RPKPT (Rancangan Program Kerja Tahunan ) yang 

kemudian disahkan menjadi PKPT” 

 

2. Standar dan pedoman apa yang digunakan di dalam melaksanakan review 

PAPBJ? 

Jawab : 

“Setiap akan melakukan penugasan, semua jenis penugasan akan 

dilaksanakan pelatihan dulu untuk salah satu anggotan tim. Terkait review 
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penyerapan dan pengadaan barang dan jasa, itu  BPKP yang minta 

kepada kita.” 

 

3. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam  melaksanakan Review 

Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa? 

Jawab : 

“Kalau yang terkait dengan review, Inspektorat itu mereview semua 

dokumen perencanaan dan penganggaran. Dokumen-dokumen 

perencanaan itu macam-macam, mulai dari RPJMD, review RKPD, 

kemudian review LAPKIN (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), dan 

juga review LKPD. Kalau yang terkait dengan penganggaran, itu ada 

review RKA-SKPD dan RKA-BPKD. Kalau mengenai review penyerapan 

anggaran dan pengadaan barang jasa, itu biasanya BPKP itu yang minta. 

Disini kegiatannya, yang menangani teknisnya itu auditornya mas Alvian 

dan mas Dian Firdaus.” 

 

4. Sasaran yang ingin dicapai untuk review PAPBJ ini apa saja? 

Jawab : 

“Yang jelas itu, untuk memastikan apakah penyerapan anggaran telah 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Begitu juga dengan 

pengadaan barang/jasa” 

 

5. Kapan kegiatan review ini dilaksanakan? 

Jawab : 

“Kegiatan review PAPBJ ini dilaksanakan setiap 4 (empat) periode 

triwulan, yaitu biasanya di bulan-bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. 

Itu dapat surat kok dari BPKP, biaanya setiap menjelang akhir triwulan, 

itu surat sudah turun.” 

 

6. Metode dalam review PAPBJ itu apa saja? 

Jawab : 
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“Yang saya tahu itu, metode review PAPBJ terdiri dari analisis data, 

observasi lapangan, sama wawancara.” 

 

7. Informasi data dan informasi apa saja yang perlu dikumpulkan untuk 

melaksanakan review PAPBJ? 

Jawab : 

”Kalau yang penyerapan anggaran, ya data anggaran. Kalau pengadaan 

barang/jasa ya data PBJ dari ULP. Dilihat nilai realisasi berapa persen 

di triwulan pertama misalnya, itu dibandingkan dengan kriteria yang 

diharapkan setelah dibagi empat periode untuk setahun.” 

 

8. Kriteria apa yang wajib dipenuhi dalam review PAPBJ ini? 

Jawab : 

“Kriteria dalam Pengelolaan Anggaran itu sendiri, BPKP 

menginstruksikan di tahun ini tingkat persentase realisasi sudah harus 

menunjukkan pertumbuhan yakni minimal sebesar 90%. Apabila terdapat 

temuan, maka akan lansung kami lakukan tindakan rekomendasi, yang 

sebelumnya dilakukan analisis permasalahan terlebih dahulu”. 

Informan 2 

Tanggal Wawancara : 26 Oktober 2018 

Tempat/Waktu : Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 

Identitas Informan 2 

1 Nama   : Rusmiyati, S.H. 

2 Jenis Kelamin : Perempuan 

3 Jabatan : Pengadministrasian Perencanaan 

4 Satuan  Kerja : Inspektorat 
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Hasil Wawancara  

1. Apa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sebelum 

melaksanakan kegiatan pengawasan? 

Jawab : 

“Jadi setiap akan melakukan suatu kegiatan pemeriksaan, Inspektorat 

Kabupaten Banyuwangi pastinya terlebih dahulu menyusun perencanaan 

program pengawasan dalam bentuk PKPT. PKPT itu untuk program kerja 

regular tahunan.” 

 

2. Bagaimana proses PKPT sendiri dibentuk? 

Jawab : 

“Sebelum  PKPT diusulkan dan disahkan, sebelumnya dilakukan terlebih 

dahulu penyusunan rancangannya yang disebut RPKPT (Rancangan 

Program Kerja Tahunan .” 

 

3. Siapa yang melakukan penyusunan perencanaan dalam bentuk RPKPT 

pada Inspektorat Banyuwangi? 

Jawab : 

“Penyusunan RPKPT (Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan) 

dilaksanakan oleh para pejabat Inspektorat yang memiliki kompeten serta 

pengalaman yang cukup” 

 

4. Setelah RPKPT disusun apa yang dilaksanakan setelahnya? 

Jawab : 

“Setelah RKPT itu selesai disusun, maka akan diusulkan dalam rapat 

koordinasi pengawasan di Inspektorat Provinsi dimana Inspektorat se-

Jawa Timur turut menghadiri rapat tersebut” 

 

5. Untuk melakukan kegiatan review PAPBJ (Penyerapan Anggaran dan 

Pengadaan Barang/Jasa, perencanaan apa yang dilaksanakan sebelumnya? 
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Jawab : 

“Review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa itu ditugaskan 

oleh BPKP lansung dan diberi terbitan pedoman reviewnya. Untuk 

perencanaan atau program kerjanya sendiri, itu biasanya ketua timnya 

yang menyusun dengan koordinasi bersama bagian tim yang lainnya.” 

 

6. Apa pedoman yang dijadikan sebagai acuan Inspektorat dalam 

melaksanakan kegiatan review PAPBJ? 

Jawab : 

 “Auditor dalam melakukan semua kegiatannya, mengacu pada kode etik 

standar audit. Kalau kita tidak punya sendiri, ya kita biasanya pakai yang 

terbitan dari BPKP. Dewan Pembina kita itukan BPKP.” 

Informan 3 

Tanggal Wawancara : 29 Oktober 2018 

Tempat/Waktu : Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 

Identitas Informan 3 

1 Nama   : Achmad Alfian, S.E. 

2 Jenis Kelamin : Laki-laki 

3 Jabatan : Auditor Muda (Ketua Tim Review) 

4 Satuan  Kerja : Inspektorat 

Hasil Wawancara 

1. Pedoman apa yang digunakan di dalam melaksanakan review penyerapan 

anggaran dan PBJ? 

Jawab : 

“Ya.. pedoman review, review PAPJ. Yang nomor 1 itu ya, standar ya 

kan.. standar SAP yang kita punya. Pekerjaan pengawasan itu kan ada 

audit, ada review, ada monitoring dan evaluasi. Kalau petunjuk teknis 

untuk review PAPBJ (Penyerapan Anggaran dan Pengadaaan 
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Barang/Jasa) itu ada semua ada langkah-langkah di pedoman review 

pengelolaan anggaran yang diterbitkan sama BPKP. Kita melakukan 

review itu selama setahun sesuai saat periode triwulan, yaitu sebanyak 

empat kali. Nah, sebelum bulan periode datang, seminggu sebelumnya itu, 

surat penugasan dari BPKP itu sudah turun.” 

 

2. Apa saja sasaran dalam melakukan review PAPBJ? 

Jawab : 

“Sasaran dalam review penyerapan anggaran itu ya, penyerapan 

anggaran belanja yaitu dilihat dari pagu anggaran dan realisasi 

anggaran tiap triwulanan.Yang pengadaan barang dan jasa, realisasi 

jumlah dan posisi khusus yang dilelang tiap triwulanan.” 

 

3. Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi dalam review PAPBJ, 

apa saja data dan informasi yang diperlukan dan didapatkan darimana?  

Jawab : 

“Ya banyak.. Kalau di penyerapan anggaran, Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan hasil perkegiatan di e-moneva BAPEDA, data 

anggaran, perda APBD dan DPA dari BPKAD. Kalau PBJ (Pengadaan 

Barang dan Jasa) kita meminta data di bagian pembangunan, di sub bag 

monitoring dan evaluasi, yaitu target dan realisasi PBJ, dan kita juga 

melihat URP yang ada di SIRUP.” 

 

4. Setelah data dan informasi terkumpul maka apa yang akan dilakukan oleh 

pihak intern dalam melaksanakan review? 

Jawab : 

“Setelah data terkumpul, pertama ya kita lakukan rekapitulasi dan 

analisis perbandingan yang kita rekam ke dalam kertas kerja review. 

Setelah jelas informasi dari sasaran yang ingin kita dapatkan, maka kita 

buatkan laporan kemudian kita entrykan data ke sistem.” 
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5. Setelah dilakukan rekapitulasi maka akan dilakukan analisis perbandingan. 

Adakah kriteria yang dijadikan sebagai acuan dalam PAPBJ?  

“Ya.. ada. Kriteria yang sesuai dengan pedoman  itu untuk tahun 

sekarang, penyerapan sudah harus mencapai 90% dan pengadaan 

barang/jasa untuk lelang 100%” 

 

6. Dalam realisasi PAPBJ seharusnya tidak boleh kurang dari 90%, maka 

apakah hal tersebut masih terjadi di tahun 2018 ini dalam beberapa 

triwulan yang telah terlewati?  

Jawab : 

“Untuk di triwulan pertama dan kedua masih sedikit rendah, tetapi itu 

sudah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun 

lalu” 

 

7. Apa yang dilakukan pihak Inspektorat jika terdapat kondisi diluar kriteria 

yang diharapkan dalam realisasi PAPBJ? 

Jawab : 

“Kita berikan rekomendasi dan saran. Setelah diberikan rekomendasi, 

kita tidak lansung lepas disitu. Kita masih memantau dan ‘menagih’ 

auditan agar segera melakukan rekomendasi yang kita berikan”. 

  

8. Sebelum memberikan rekomendasi dan saran, tentunya pihak APIP akan 

melakukan identifikasi masalah pada lingkup review yang terdapat 

ketidaksesuaian. Langkah apa dan metode apa saja yang dilakukan dalam 

melakukan identifikasi masalah? 

Jawab : 

 “Sebelum memberikan rekomendasi masalah, kita lakukan konfirmasi dan 

wawancara dulu pada pihak auditan terkait, kemudian kita gali untuk 

mendapatkan penyebabnya dengan mengajukan pertanyaan 5W 1H“ 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

88 
 

9. Adakah temuan dalam PA PBJ yang sering terjadi dan bahkan terulang 

dari tahun tahun sebelumnya? 

Jawab : 

“Kita belum pernah menemukan adanya temuan berulang, tingkat 

penyerapan anggaran juga sudah meningkat dari tahun lalu pada setiap 

laporan realisasi triwulanan sebab setiap terjadi atau ditemukan 

permasalahan,kemudian kita memberikan rekomendasi dan kami juga 

‘menagih’ serta melakukan pemantauan untuk memastikan pihak auditan 

yang terkait segera melaksanakan rekomendasi yang dianjurkan. 

Pemberian rekomendasi itu juga kami laporkan kepada BPKP lewat 

sistem online ini.“ 

 

10. Dengan dilakukannya reviu pengelolaan anggaran dari tahun 2016 hingga 

tahun 2018 ini, apakah progres realisasi PA dan PBJ menjadi semakin 

meningkat dan membaik dibandingkan tahun sebelumnya? 

“Serapan anggaran yang dulunya dinilai rendah, kini sudah mengalami 

perkembangan yang baik. Karena kita lihat, sejauh ini persentase 

realisasi anggaran sudah bisa mencapai hampir 90% pada tahun lalu. 

Hal tersebut bisa menunjukkan jika penyerapan anggaran semakin baik.” 

 

11. Bagaimana pihak Inspektorat dalam melakukan proses pelaporan review? 

Jawab : 

“Setelah seluruh hasil rekapitulasi kita rekam, kita analisis dan 

melakukan wawancara dan konfimasi untuk masalah yang ditemukan, 

kemudian kita kan berikan rekomendasi. Selanjutnya setelah LHR 

(Laporan Hasil Review) final, kita login sistem dari BPKP lalu kita entry 

untuk dikompilasi lansung oleh pusat.” 

 

 

12. Tim pelaksana review PAPBJ memiliki latar belakang pendidikan 

darimana saja? 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

89 
 

Jawab : 

“Pendidikan akhir pelaksana review PAPBJ ini, semuanya lulusan dari 

jurusan akuntansi. Tahun 2016 dulu, saat masih menggunakan 2 anggota 

dalam tim, salah satu anggotanya dari fakultas hukum. Tapi sekarang 

sudah efektif walaupun hanya dengan 1 anggota saja. Semua auditor yang 

ada di Inspektorat ini diwajibkan lulus dan memiliki sertifikasi auditor 

jabatan fungsional.” 

Informan 4 

Tanggal Wawancara : 30 Oktober 2018 

Tempat/Waktu : Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 

 

Identitas Informan 4 

1 Nama   : I Nengah Adnyana, S.E. 

2 Jenis Kelamin : Laki-laki 

3 Jabatan : Auditor Madya (Pengendali Teknis Tim Review) 

4 Satuan  Kerja : Inspektorat 

Hasil Wawancara 

1 Apa saja sasaran dalam melakukan review PAPBJ? 

Jawab : 

“Penyerapan anggaran belanja, realisasi jumlah dan posisi khusus yang 

dilelang kalau di PBJ (Pengadaan Barang/Jasa), terus hambatan dan 

permasalahan yang terjadi di Review PAPBJ” 

 

2 Bagaimana langkah Inspektorat dalam melakukan pengumpulan data 

untuk segera di review pada periode yang telah ditetapkan? 

Jawab : 
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“Kita puya akses untuk ambil data lewat sistem yang sudah ada, jadi ada 

sistem yang sudah menghubungkan kita dengan BPKAD dan instansi lain. 

Kemudian apabila kita membutuhkan data atau dokumen, kita bisa 

lansung masuk ke sistem itu. Karena di Banyuwangi ini semua sudah 

tersistem, kita punya ruang untuk login melihat sistem keuangan, sistem 

akuntansinya untuk bahan review. Tapi kita berikan surat kesana kalau 

mau melaksanakan review PAPBJ (Penyerapan Anggaran dan Pengadaan 

Barang/Jasa” 

 

3 Setelah data dan informasi terkumpul maka apa yang akan dilakukan oleh 

pihak intern dalam melaksanakan review? 

Jawab : 

“Minggu pertama, surat sudah turun (surat intruksi BPKP) terus 

kemudian kita menyiapkan sendiri PKR (Program Kerja Review), KKR 

(Kertas Kerja Review), membuat surat penugasan, melakukan 

pengalokasian sumber daya, survey awal, kemudian lanjut kegiatan 

substansi review, dan membuat laporan dan entry ke sistem BPKP secara 

online” 

 

4 Siapa yang melakukan penyusunan PKR (Program Kerja Review)? 

Jawab : 

“Sebelum melakukan penyusunan PKR (Program Kerja Review) interning 

melakukan koordinasi, setelah itu dibuatlah PKR oleh Ketua Tim”. 

 

5 Setelah data dan informasi terkumpul maka apa yang akan dilakukan oleh 

pihak Inspektorat dalam melaksanakan review? 

Jawab : 

“Ya rekapitulasi dulu.. kemudian kita rekam dalam kertas kerja, lalu 

menganalisis.  Contohnya penyerapan anggaran, kita ambil data dari LRA 

untuk anggaran setahun, rencana penarikan dana setahun dibagi ke 

dalam triwulanan, lalu kita catat diatas kertas kerja. Setelah itu beralih ke 

realisasinya berdasarkan LRA untuk triwulan pada saat itu, kita 

masukkan juga dan barulah kita analisis berapa tingkat persentase 
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realisasinya kita bandingkan dengan target realisasi per triwulanannya 

tadi.” 

 

6 Apakah terdapat kriteria yang dijadikan sebagai patokan dalam 

melaksanakan review PAPBJ? 

Jawab : 

“Jika kriteria dalam Pengelolaan Anggaran sendiri, BPKP 

menginstruksikan di tahun ini tingkat persentase realisasi sudah harus 

menunjukkan pertumbuhan yakni minimal sebesar 90%. Apabila terdapat 

temuan, maka akan lansung kami lakukan tindakan rekomendasi, yang 

sebelumnya dilakukan analisis permasalahan terlebih dahulu” 

 

7  Apa yang dilakukan oleh Inspektorat apabila menemukan 

hambatan/permasalahan dalam penyerapan anggaran dan pengadaan 

barang/jasa? 

Jawab : 

“Dalam melakukan review, jika ditemukan suatu permasalahan atau 

dikatakan melenceng dari kriteria yang diharapkan, maka kami 

melakukan konfirmasi kepada pihak auditan “ 

 

8 Sebelum memberikan rekomendasi dan saran, tentunya pihak APIP akan 

melakukan identifikasi masalah pada lingkup review yang terdapat 

ketidaksesuaian. Langkah apa dan metode apa saja yang dilakukan dalam 

melakukan identifikasi masalah? 

Jawab : 

“Sebelum memberikan rekomendasi, kita lebih dulu mencari tahu akar 

permasalahan dengan identifikasi masalah. Untuk itu, kita membutuhkan 

informasi dari auditan dengan melakukan wawancara dan konfirmasi.. 

yang biasanya melakukan hal itu adalah mas Alfian, ketua timnya dan mas 

Dian anggota tim. 
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9 Bagaimana Inspektorat dalam melakukan pelaporan hasil review? 

Jawab : 

“Kita melakukan entry data, ada sistem yang dikelola oleh BPKP itu 

lansung dilaporkan kepada presiden. Kalau secara teknis kita disuruh 

ngereview, pada saat akhir triwulan pertama, itu sudah ada intruksi. 

Minggu pertama surat sudah turun, lalu kita menyiapkan program kerja 

review. Ada surat penugasan, ada PKR, pengalokasian sumber daya 

survey pendahuluan, terus kegiatan substansi reviewnya. Lalu kita 

buatkan laporan kemudian di entrykan.Tetapi apabila disini kita salah, 

atau disini belum final maka kita ke surabaya, ke kantor pusat dan 

difinalkan disana” 

 

10 Bagaimana perkembangan realisasi anggaran dalam tahun-tahun dekat ini? 

Jawab : 

“Kalau untuk penyerapan anggaran yang rendah, itu masih terjadi di 

Triwulan pertama dan kedua. Tetapi jika dari keseluruhan atau dilihat 

tahunan, penyerapan anggaran di Banyuwangi ini sudah dinilai baik.“ 
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LAMPIRAN 2 

FORMAT KERTAS KERJA 

 

Review Penyerapan Anggaran 
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Status Pengadaan Barang/Jasa 
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Progres Fisik Pengadaan Barang/Jasa 
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Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa 
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Capaian Pengadaan Baran/Jasa melalui Pelelangan 
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LAMPIRAN 3 

DOKUMENTASI 
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Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I  2018 Kabupaten Banyuwangi 
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Daftar Pegawai Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 
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Program Kerja Pengawasan Tahunan  Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 2019 
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Keputusan Inspektur tentang PPKPT  Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 
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Pedoman review Pengelolaan Anggaran 2018 
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Pedoman review Pengelolaan Anggaran 2018 
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Surat Tugas dari BPKP kepada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 
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Surat pemberitahuan kepada auditan (BPKAD dan Kepala Bagian Pembanguan Kab. 

Banyuwangi) 
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Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 
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Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi (Tampak Depan) 
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Wawancara bersama Bapak Alfian, S.E. (Ketua Tim Review) 
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